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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme 
penerimaan pajak restoran Kabupaten Kampar, mekanisme penerimaan pajak 
restoran sudah sesuai dengan prosedur, dan kontribusi pajak restoran terhadap 
pendapatan asli daerah Kabuapaten Kampar. Pengamatan ini menggunakan dua 
metode pengumpulan data yaitu metode wawancara dan metode observasi. Hasil 
yang ditemukan bahwa mekanisme penerimaan pajak restoran  dilakukan oleh 
pegawai bidang pendataan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 
dengan Realisasi penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2017-2019 hampir 
seluruhnya melampaui target pada tahun 2017 yaitu mencapai 129,44 % dan tahun 
2019 yaitu mencapai 136,55 % .Namun prosedur yang dijalan  belum sesuai 
dengan yang diharapkan oleh Pemerintah Kampar. Hal ini terjadi karena adanya 
kendala dalam penerimaan Pajak Restoran  yaitu masih kurangnya kesadaran 
wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga berpengaruh 
terhadap target yang telah ditetapkan dan kurangnya permahaman soal prosedur 
yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Salah satu 
objek penunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Kampar khusus dari sektor 
Pajak Restoran perlu diperhatikan proses pemungutan nya dikarenakan 
memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah.  
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1.1 Latar Belakang  
Sebagai negara berkembang Indonesia terus berupaya melakukan 
pembangunan di segala sektor, pembanguanan berupa fisik maupun mental, hal 
ini tersebut ditunjukan guna meningkatkan taraf hidup rakyat sekaligus 
mendukung tercapainya suatu tujuan nasional. Pembangunan nasional mempunyai 
tujuan umum untuk meningkatkan  dan mewujudkan kesejahteraan  rakyat 
maupun kemakmuran yang adil dan merata. 
Pembangunan daerah adalah sebagai salah satu upaya penting untuk 
mewujudkan kehendak otonomi daerah . Dengan begitu pemerintah dituntut untuk 
dapat menggali kemampuan yang dimiliki  dalam menciptakan serta mendorong 
peningkatan pendapatan asli daerah yang akan menjadi sumber pembiayaan di 
daerah tersebut. 
Dengan berlakunya otonomi daerah pada setiap provinsi dan kabupaten 
atau kota, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola 
sepenuhnya system pemerintah daerah secara nyata, serasi, dan dinamis serta 
bertanggung jawab. Selain itu ciri utama yang menunjukan bahwa suatu daerah 
berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artirnya, setiap 
daerah yang otonomi memiliki kemampuan untuk menggali sumber keuangan 
sendiri, serta mampu mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan untuk 
membiayai penyelenggaraan daerahnya. 
Menurut Mardiasmo (2012;12) Pajak Daerah merupakan  kontribusi wajib 
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa 




dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Pajak daerah adalah salah satu cara meningkatakan pendapatan asli daerah dengan 
pemungutan yang dikenakan kepada masyarakat wajib pajak dan badan sabagai 
penerimaan kewajiban di bidang perpajakan. Sumber pendapatan daerah menurut 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-
Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 
berasal dari pemungutan pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, salah satu 
pungutan pajak daerah yaitu Pajak Restoran. 
Penerimaan pajak daerah dapat membantu pembangunan di setiap daerah 
Kabupaten Kampar dalam proses wajib pajak harus patuh dalam membayar 
wewenangnya kepada pemerintah daerah. Semakin paham wajib pajak dalam 
memahami hak dan kewajiban dalam perpajakan dapat meningkatkan kesadaran 
wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar. Tingkat 
kepatuhan wajib pajak yang semakin tinggi tentu saja akan berkaitan dengan 
bertambah jumlah penerimaan pajak, yang sangat membantu untuk menopang 
keperluan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah. 
Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak Provinsi dan pajak 
Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor , Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak 
Air Permukaan dan sedangkan Pajak Kabupaten atau kota terdiri dari Pajak Hotel, 
Pajak Restoran, Pajak Rokok, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan 
Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, 
Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 




Pajak Restoran menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah  
pajak atas pelayan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas 
penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup 
rumah makan, kafetaria, kantin, warung bar, dan sejenisnya termasuk jasa 
boga/catering. Pungutan pajak restoran di Indonesia ini didasarkan  pada dasar 
hokum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak 
yang terkait. 
Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau 
yang memiliki potensi wisata yang cukup potensial untuk di kembangkan  
sehingga sektor perdagangan dan penyediakan jasa merupakan salah satu sumber 
pendapatan daerah yang bisa digali dan terus dikembangkan.  
Seiring berkembangnya pariwisata di Kabupaten Kampar menjadikan 
restoran yang ada di satu sektor yang memilki potensi besar dalam menyumbang 
pendapatan asli daerah Kabupetan Kampar. Pesatnya jumlah restoran akan 
mempengaruh pada peningkatan realisasi pajak restoran dari tahun ke tahun dapat 
di simpulkan bahwa Kabupaten Kampar memilki peluang untuk mendapatkan 
penerimaan pajak restoran yang optimal jika mampu memaksimalkan potensi 
yang ada di daerah.  
Sejak diterbitnya peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2011  tentang pajak 
Restoran, hal tersebut merupakan upaya pemerintah Kabupaten Kampar melalui 
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar untuk menggali potensi-potensi 
sumber penerimaan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. 
Keseluruhnya penerimaan pajak restoran daerah tersebut memiliki peranan 




penggerak roda pemerintah dan pembangunan daerah. Selain itu, penerimaan 
pajak restoran termasuk pendapatan asli daerah yang di kumpulkan seluruh 
kecamatan yang ada di Kabupetan Kampar. Sehingga setiap kecamatan dan 
instansi akan memberikan peranan penting dalam penerimaan pajak daerah 
khususnya pajak Restoran di Kabupaten Kampar.  
Pajak Restoran merupakan iuran atau pungutan yang wajib di bayar atas 
pelayanan yang diberikan restoran dengan membayar yang sifatnya dapat di 
paksakan oleh pemerintah dengan ketentuan yang berlaku sebesar 10% dan nilai 
jual objek pajak yang diharapkan dengan menunjang pelaksanaan pembangunan 
guna meningkatkan kesejahteran masyarakat sehingga pembangunan yang di cita-
citakan itu tercapai dengan baik. 
Salah satu hal yang perlu dicermati bahwa besarnya peningkatan 
penerimaan pajak restoran untuk daerah Kabupaten Kampar dikarenakan banyak 
kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang melibatkan pihak rumah 
makan, warung atau ampera dan kafering yang pada akhirnya menambah 
penerimaan Pajak Restoran. Apabila dilihat dari potensi pajaknya, pajak restoran 
di Kabupaten Kampar memiliki potensi yang cukup besar karena setiap tahunnya 
selalu mengalami perkembangan. Perkembangan yang dimaksud adalah 
pembangunan objek-objek wisata, pembangunan rumah makan dan usaha-usaha 
lainnya. Jika pemungutan pajak restoran dapat dimaksimalkan untuk semua lokasi 
tersebut maka dapat membantu meningkatkan penerimaan  Pendapatan Daerah 
melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kamapr. Hal ini dapat 





Tabel 1.1 : Jumlah Wajib Pajak Yang Terdata di Badan Pendapatan Daerah   




Jumlah Wajib Pajak Perorangan Dan Badan 
2017 2018 2019 
1 Restoran 300 315 330 
2 Rumah Makan 245 280 300 
3 Kafe 185 200 215 
4 Ampera 132 152 152 
  Total Jumlah 862 947 997 
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 2020. 
Berdasarkan table 1.1 bahwa wajib pajak restoran yang telah terdata sudah 
cukup bagus karena dari penyatan yang diberikan tahun 2017 terdapat banyak 862 
wajib pajak restoran yang terdiri dari 245 restoran, 300 rumah makan, 185 kafe, 
132 ampera, tahun 2018 terdapat banyak 947 wajib pajak restoran yang terdiri dari 
280 restoran, 315 rumah makan, 200 kafe dan 152 ampera, dan tahun 2019 
terdapat banyak 997 wajib pajak restoran yang terdiri dari 300 restoran, 330 
rumah makan, 215 kafe, 153 ampera.  
Restoran itu sendiri mempunyai peranan yang sangat bagus dalam 
pendapatan di Kabupaten Kampar. Mengingat pentingnya Pajak Restoran bagi 
kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka perlu penanganan dan 
pengelolaan yang lebih intensif. Berdasarkan latar belakang yang telah 
dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penulisan yang 
dituangkan dalam sebuah Tugas Akhir yang berjudu “ Mekanisme Penerimaan 
Pajak Restoran Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar’’. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan 
masalah pada pengamatan ini adalah : 
1. Bagaimana mekanisme penerimaan pajak restoran Badan Pendapatan 




2. Apakah mekanisme penerimaan pajak restoran sudah sesuai dengan 
prosedur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar ?  
3. Bagaimana kontribusi[ pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah 
Badan   Pendapatan Daerah Kabuapaten Kampar? 
 
1.3 Tujuan Penelitian  
 Adapun yang menjadi tujuan dari Tugas Akhir ini adalah: 
1. Untuk mengetahui apakah mekanisme penerimaan pajak restoran Badan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar; 
2. Untuk mengetahui apakah mekanisme penerimaan pajak restoran yang 
sesuai dengan prosedur; 
3. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap 
pendapatan asli daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. 
1.4 Manfaat Penelitian  
Adapun yang menjadi manfaat dari Tugas Akhir ini adalah: 
1. Bagi Mahasiswa, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang 
mekanisme penerimaan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Kampar; 
2. Bagi Dinas, sebagai informasi tambahan  dan masukan untuk dijadikan 
bahan pertimbangan dalam perbaikan dan penyempurnaan bagaimana 
mekanisme penerimaan pajak restoran agar pendapatan semangkin 
meningkat dengan, adanya administrasi yang baik dan informasi yang 




3. Bagi Penulis, sebagai bahan Tugas Akhir dalam menyelesaikan Studi D3 
Administrasi Perpajakan dalam memahami mekanisme penerimaan pajak 
restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. 
1.5 Metode  Pengamatan 
1.5.1   Lokasi Pengamatan  
  Penulisan tugas akhir ini memproleh data dari Kantor Badan Pendapatan 
Daerah  Kabupaten Kamapr yang beralamat di Jalan Profesor M. Yamin, SH No 
83 Bangkinang Kabupaten Kampar. 
1.5.2   Waktu Pengamatan 
 Penulisan ini dilakukan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Kampar pada bulan  Februari sampai dengan bulan Maret 2020. 
1.5.3   Jenis Data 
 
Jenis data yang dibutuhkan dalam penulisan ini adalah : 
1. Data Primer      
Data primer merupakan data asli yang dikumpulkan oleh periset untuk 
menjawab masalah risetnya secara khusus. Dalam pembahasan ini data 
berupa jawaban hasil wawancara kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Kampar. 
2. Data Sekunder  
Data sekunder merupakan data yang dapat diperoleh dari beberapa referensi 
seperti dokumentasi, arsip dan data lain yang berkaitan dengan masalah 
pembahasan berupa profil instansi dan visi misi instansi. Sugiyono 





1.5.4   Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan pada pengamatan ini adalah: 
1. Metode Observasi adalah penulis melakukan pengamatan langsung pada 
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar tentang Mekanisme 
penerimaan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Kampar. 
2. Metode Wawancara adalah  penulis melakukan tanya jawab  langsung 
terhadap pihak Kantor Bapenda Kabupaten Kampar di bagian penagihan 
dan keberatan yang di anggap mampu memberikan data dan informasi bagi 
penyusunan penelitian ini. 
1.5.5  Metode  Analisis Data   
1. Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan 
penjelasan yang bersifat kuantitatif yaitu teknik analisi  data berupa 
statistic yang berbentuk angka. 
2. Data penulis diperoleh juga dari dokumen, kemudian data tersebut diolah 
sesuai dengan masalah pokok peneltian dan disajikan dalam bentuk 
uraian kalimat dengan diberi penjelasan, selanjutnya dianalisir dan 
dibahas yang berkaitan dengan penelitian ini. 
1.6   Sistematika Penulisan 
             Sistematika tugas akhir merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan 








BAB   I      PENDAHULUAN 
Didalam Bab ini di uraikan mengenai latar belakang, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan, 
metode analisi data, dan sistematika penulis. 
BAB   II    GAMBARAN UMUM  
                 Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang 
meliputi sejarah singkat Bapenda Kabupaten Kampar, Visi dan misi 
Bapenda Kabupaten Kampar, struktur organisasi Bapenda Kabupaten 
Kampar, dan tugas pokok setiap seksi/unit kerja. 
BAB III    TINJAUAN TEORI DAN PRATEK 
                 Bab ini membahas tentang pengertian pajak, fungsi pajak, jenis pajak, 
pengetian pajak daerah, pengertian pajak restoran, dasar hukum pajak 
restoran, objek dan subjek pajak restoran, dasar pengenaan pajak 
restoran, tarif pajak restoran, pemungutan pajak restoran, pajak dalam 
Islam. 
BAB IV    PENUTUP 
Bab ini merupakan kesimpulan mengenai hal-hal yang telah 










GAMBARAN UMUM  
 
2.1 Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 
Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bangkinang (Dipenda) 
merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah 
Bangkinang. Berdasarkan Surat Edaran Mentri Dalam Negeri Nomor KUPD 
3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan 
Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan 
Pajak Daerah Kota Bangkinang dengan Perda Nomor 5 tahun 1976. Susunan 
Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut : 
a. Kepala Dinas 
b. Seksi Tata Usaha 
c. Seksi Pajak dan Retribusi 
d. Seksi IPEDA 
e. Seksi Operasi/Penagihan 
Berdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor KUPD.7/12/41-
101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, diterbitkan peraturan Dearah Nomor 7 
Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah 
Kota  Bangkinang dengan susunan organisasi sebagai berikut : 
a. Kepala Dinas 
b. Sub Bagian Tata Usaha 
c. Seksi Pajak 




e. Seksi IPEDA 
f. Seksi Pendapatan Lain-lain 
Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 23 
Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan 
Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor 
KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978,ditindaklanjuti dengan diterbitkannya 
Peraturan Daerah Kota Bangkinang Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 
1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Bangkinang Tipe B, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut : 
a. Kepala Dinas 
b. Sub Bagian Tata Usaha 
c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan 
d. Seksi Penetapan 
e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan 
f. Seksi Penagihan 
g. Unit Penyuluhan 
Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 
tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 50 tahun 
2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota 
Bangkinang menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang 
selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang 
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan 




Bangkinang, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi 
sebagai berikut: 
a. Kepala Dinas 
b. Wakil Kepala Dinas 
c. Bagian Tata Usaha 
d. Sub Dinas Program 
e. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan 
f. Sub Dinas Penagihan 
g. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain 
h. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan 
i. Kelompok Fungsional 
Pada Bulan Januari 2017 dirubah lagi menjadi (BAPENDA) Badan 
Pendapatan Daerah Kab. Kampar dan Sampai Sekarang. 
 
2.2 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar mempunyai Visi dan Misi 
yang digunakan dalam membangun Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Kampar yang lebih baik.Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yaitu 
“Terwujudnya peningkatan dan penerimaan Daerah yang Optimal dan 
Proporsional Tahun 2022”. 
Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan tersebut maka disusunlah 
Misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan. Misi yang ditetapkan  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 




a. Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui tata kerja dan sumber daya 
manusia yang aparatur berkualitas. 
b. Mengenbangkan dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah . 
c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya 
selaku Wajib Pajak. 
 
2.3 Uraian Tugas Pengawai Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Kampar 
 
Adapun tugas pokok pada masing – masing Bagian pada Kantor Badan 
Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut : 
A. Kepala Badan 
Kepala Badan Pendapatan Daerah memimpin dan  mempunyai tugas 
pokok yang membantu Bupati  dalam penyelenggaraan tugas di bidang 
pendapatan daerah.  
B. Sekretariat 
       Sekretariat yang mempunyai tugas pokok menyusun program kerja dan 
rencana kegiatan, melaksanakan administrasi umum, mengelola administrasi 
keuangan, mengelola administrasi pengelolaan aset badan, administrasi 
kepegawaian dan menatausahakan kegiatan lainnya. Sekretaris dalam 
melaksanakan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang terdiri dari : 
1. Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian, Sub bagian   
program mempunyai tugas melaksanakan penyiapkan dalam data, 





2. Bagian Program dipimpin Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Sub 
oleh mempunyai tugas menyiapkan bahan pelayanan, koordinasi dalam 
urusan umum, perpustakaan, surat menyurat, kearsipan, menyiapkan 
bahan penyusunan perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi 
pegawai, serta evaluasi kinerja dan kesejahteraan pegawai. 
3. Bagian Program dipimpin Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai 
tugas membantu Sekretaris dalam penyusunan rencana anggaran, baik 
anggaran rutin maupun anggaran pembangunan serta pengelolaan aset di 
lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. 
Bagian Sekretariat terdiri dari beberapa sub dan fungsinya, yaitu : 
a) Bidang Perencanaan dan Penetapan 
       Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang kepala Bidang 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 
mempunyai tugas membantu Kepala Badan  untuk melaksanakan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasikan, pembinaan, 
pengawasan,  evaluasi dan  pelaporan bidang pendataan dan pendaftaran, 
penghitungan dan penetapan, penagihan dan keberatan, pengelolaan, 
pengembangan dan pelaporan. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi 
mempunyai tugas dalam melaksanakan analisi/ kajian terhadap bahan yang 
diajukan dari bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun 
terhadap bahan-bahan atau perintah, dalam pelaksaan tugas  dibantu  oleh 
Kepala Seksi terdiri dari : 
1. Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran; 




3. Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan. 
b) Bidang Penagihan Dan Keberatan 
Bidang penagihan dan keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang berada dibawah pertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai 
tugas untuk membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengkoordinasi, 
perumusan, evaluasi. Kepala Bidang  dalam melaksanakan fungsi mempunyai 
tugas dalam melaksanakan analisi/ kajian terhadap bahan yang diajukan dari 
bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-
bahan atau perintah, dalam pelaksaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi terdiri 
dari : 
1. Kepala Seksi Penagihan 
2. Kepala Seksi Keberatan 
c) Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan 
Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan di pimpin oleh 
seorang Kepala Bidang yang berada pertanggung jawaba kepada Kepala 
Badan mempunyai tugas untuk membantu Kepala Badan  melaksanakan 
penyusunan program kerja, menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasi, 
evaluasi, mengumpulkan data dan pelaporan dibidang pengelolaan dana 
transfer, pengembangan potensi pendapatan, dan pelaporan. Kepala Bidang  
dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas dalam melaksanakan analisi/ 
kajian terhadap bahan yang diajukan dari bawahan sebagai bahan penetapan 
oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah, dalam pelaksaan 
tugas dibantu oleh Kepala Seksi terdiri dari : 




2. Kepala Seksi Pengembangan Potensi Pendapatan; 
3. Kepala Seksi Pelaporan. 
 
2.4 Struktur Organisasi 





















Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 2020  
Bidang Pendataan dan 
Pendaftaran 




Sub. Bagian Umum dan 
Kepegawaian 
Sub. Bagian Perencanaan 
dan Data 
Sub. Bagian Keuangan 
dan Aset 
Sub. Bidang Pendataan 
Sub. Bidang Keberatan 
Sub. Bidang penagihan 
Sub. Bidang Penetapan 
Sub. Bidang Perhitungan 









Sub. Bidang Pengelolaan 
Dana Transfer 








KESIMPULAN DAN SARAN 
 
4.1    Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di bahas dalam 
bab sebelum nya, maka dapat di simpulkan bahwa : 
1. Mekanisme penerimaan pajak restoran badan pendapatan daerah 
kabupaten Kampar sudah sangat berjalan dengan baik. beberapa tata cara 
yang diterapkan bapenda sudah terlaksana, dan wajib pajak sudah 
memahami dalam membayar pajak  dan wajib pajak patuh terhadap 
peraturan yang berlaku. 
2. Prosedur penerimaan pajak Restoran yang dilaksanakan oleh Badan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yaitu dengan mengunakan 
pendataaan dan  pendaftaraan, penghitungan dan penetapan pajak, 
pembayaran pajak, penagihan pajak ,dan pembukuan dan pelaporan.  
3. Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah masih rendah. 
Hal ini dapat dilihat pada tahun 2017 sebesar 1,1 %, tahun 2018 sebesar 
1,7% dan tahun 2019 sebesar 2%.  
4.2    Saran  
Dengan harapan agar penerimaan pajak restoran dapat lebih baik lagi, maka 
penulis memberikan beberapa saran  : 
1. Kepada seluruh masyarakat atau wajib pajak diharapkan menambah 
wawasan pajak , kesadaran membayar pajak dan peduli pajak demi 




2. Peningkatan  penerimaan pajak restoran pada kantor badan pendapatan 
daerah Kabupaten Kampar perlu dilakukan evaluasi terhadap potensi 
yang ada. 
3. Kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar mendata 
kembali seluruh wajib pajak, sehingga terakumulasinya data-data wajib 
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